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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik di Area
Pemandian Air Panas Pacet merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini disusun
untuk menjawab dua pertanyaan, yakni 1. bagaimana praktik jasa pencucian
kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandianair panas Pacet
Mojokerto dan 2. bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa
pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air
panas Pacet Mojokerto

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan
deskriptif dengan tujuan mampu menguraikan penjelasan-penjelasan yang lebih
mudah dimengerti. Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan pola pikir
induktif untuk menganalisis masalah jasa pencucian tanpa persetujuan di
pemandian air panas Pacet Mojokerto yang dianalisa dengan konsep ija>rah.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah
dengan teknik organizing dan analyzing dengan bantuan media dokumentasi dan
wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: praktik jasa pencucian
kendaaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air panas Pacet Mojokerto
adalah perbuatan yang dilakukan dengan unsur paksaan. Unsur paksaan tersebut
disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara penyedia jasa pencucian dan si
pemilik kendaraan bermotor; kedua: menurut hukum Islam khususnya ija>rah
praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air
panas pacet mojokerto haram dilakukan karena mengandung unsur kebatilan.
Unsur kebatilan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsur s}ighat dalam
rukun melakukan ija>rah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka sebuah langkah yang bijaksana
tentunya harus dilaksanakan oleh petugas parkir dalam memberikan pelayanan
terbaik bagi para wisatawan agar tidak timbul kekecewaan yang dialami. Dengan
menghilangkan unsur-unsur yang memaksa atau menekan wisatawan sebagai
bentuk rasa keadilan sosial untuk sesama.
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DAFTAR TRANSLITERASI
Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan

No Arab Indonesia No. Arab Indonesia
1. | ’ 16. | . t}
2. o B 17 1 7}
3 4 jr 18 ¢

4 & Th 19 ¢ gh
5, c J 20. | f
6 c h} 21. 3 q
N c Kh 22. |4 k
8 R D 23. J I
9 5 Dh 24 1., m
10. |, R 25 1o n
| z 26. |, w
12. | S 20, |, h
13, | sh 8.1

4. | s} 29 &S y
15. P d}

Sumber: Kate L.Turabian. A Manual of Writers of Term Papers,
Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).
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B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal transliterasinya
sebagai berikut:

Vokal Nama Trans. Nama
Fathah Ala A
Kasrah I/i |
2
Dammah Ulu U

VVokal rangkap transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap Nama Trans. Nama

Fathah dan ya’ Ai/ai Adanl

G

fathah dan wau Au/au Adanu

Contoh:
L/J:S Kaifa
J‘}/; Haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

vVokal panjang Nama Trans. | Nama

Xiii



- athah dan ali
k- Fathah dan alif
A a dan garis di atas
(S Fathah dan alif magsirah
i asrah dan ya I i dan garis di atas
(S Kasrah dan y dan garis d
2
jﬁjﬁjﬁ:- Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh :
[L\\.; Mata
‘5;:) Rama
J8 Qila
2 o 8~
2 gan Yamitu
D. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad
Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (1), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:
Evg

~o @ -
0% ~

1._\.\;_*

E)

(o)

¥a-

‘9.39

Jika huruf ¢s bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( =), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah i.

Contoh:

Rabbana
Najjaina
Al-Haqq
Al-Hajj
Nu‘‘ima

‘Aduww

Xiv




E. Ta marbuatah

Transliterasi untuk ta marbatah (5 atau &) ada dua, yaitu: ta marbitah yang
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya
adalah t sedangkan ta marbitah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

iy Jaay Raudah al-atfal
diad) 4leald Al-madinah al-fadilah
a&all Al-hikmah

F. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ujj)i 1 Ta’murana
;j-d‘ An-Nau’
;g_;“‘ Syai’un
“&—’j)é ’ Umirtu

G. Kata sandang
Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif lam
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

XV



mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

M\ Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
4}35\ Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
Jallsl) Al-Falsafah

AL Al-Bilad
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan
saling tolong menolong dalam menghadapi segala macam permasalahan
untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.
Ketergantungan seseorang kepada yang lain itu dirasakan ada sejak
manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa atau
mampu mengatasi permasalahannya sendiri.' Sebagai makhluk sosial
manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh
Allah Swt. Karena mereka akan saling membutuhkan satu sama lain
untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal ini dapat
diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah contohnya, tidak
mempersulit, suka sama suka dan saling tolong menolong antar sesama.’

Islam sendiri adalah agama yang mencintai persaudaraan, dan
dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-
nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran, Hadith nabi dan
sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Hubungan individu dengan yang
lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli,
bekerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa,

penggunaan jasa dan kegiatan atau keperluan yang lainnya yang sangat

! Hendi Suhend, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31.
2 Abdur Rahman Ghazali, Figih Muamalat (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), 4.



dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diatur dalam figh
mu’amalah.’

Salah satu aktivitas ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia
adalah berupa upah mengupah dalam hal jasa. Jasa itu sendiri adalah
aktivitas yang berupa usaha dan pelayanan yang menimbulkan barang,
fasilitas, atau manfaat yang lainnya, yang dapat dinikmati oleh
perseorangan atau Badan. Ketika seseorang ingin menikmati jasa yang
disediakan oleh penyedia jasa ia harus membayar retribusi yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu jasa yang menguntungkan satu sama lain yakni jasa
dalam bidang perparkiran, dimana individu satu membutuhkan lapangan
pekerjaan dan individu lainnya membutuhkan jasa keamanaan untuk
kendaraan yang dimilikinya ketika berada di suatu kepentingan tertentu
seperti di perkantoran, di swalayan, dan di tempat wisata. Oleh karena itu
prasarana yang harus ada di setiap kota atau tempat wisata adalah
prasarana parkir. Parkir sendiri merupakan keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Kegiatan akhir dari

perjalanan yang dilakukan seseorang di berbagai banyak tempat dan pada

4
kesempatan tertentu.
Dalam Islam jasa parkir atau penitipan kendaraan bermotor

adalah salah satu bentuk aplikasi dari akad ljarah, Menurut shara’, sewa

3 M. Ali
2003), 1.
4 Panca

Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalan Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Kurniawan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia cetakan 2 (Malang:

Banyumedia Publishing, 2006), 166.



menyewa (ijarah) adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan
atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau imbal jasa. Akad al-ijarah seperti juga akad jual
beli, termasuk bagian dari al-‘uqud al-musamma yang sangat
diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi
karakter akadnya.”> Adapun dalil yang terdapat dalam Alquran surah
Al-Qasas ayat 26 berbunyi:
Sl il coalind e 5 &l el LG s Jeuts

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS: al-Qassas)

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
persoalan perparkiran ini diantaranya adalah lahan parkir, tarif parkir,
kenyamanan serta pelayanan parkir. Setiap orang selalu berkemauan
untuk memarkir kendaraannya di tempat yang dekat dengan tujuannya, di
tempat-tempat yang padat (umum), dimana kebutuhan tingkat parkir
sangat tinggi melihat dari banyaknya kendaraan bermotor di saat ini
sehingga keadaan ini sangat sering menimbulkan permasalahan yang
serius.

Terlepas dari persoalan kapasitas parkir yang ada, kajian potensi

parkir menjadi amat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan

® Wahbah Zuhaily, Figih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul hayyie al-Kattaniet al. jilid. \V (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 385.
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Indah Press, 1994), 547.



gambaran umum tentang kondisi parkir yang tersedia, sistem yang
diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima serta gambaran
penerimaan dari sisi parkir apabila telak dilakukan persetujuan antar
pihak. Dalam perjanjian di tempat parkir terdapat para pihak diantaranya:
pihak yang pertama menerima kendaraan bermotor tersebut (motor dan
mobil), menjaga kendaraan bermotor tersebut dan mengembalikannya
sama seperti keadaan semula sebagaimana kendaraan bermotor tersebut
diserahkan ke pemiliknya.

Dengan kata lain jangankan kendaraan bermotor tersebut hilang,
meskipun hanya rusak atau lecet dan kehilangan sebagaian kecil saja
tetap hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab seluruhnya bagi
pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik
kendaraan bermotor tersebut yang harus membayar sejumlah tarif parkir
yang sudah ditentukan yang terdapat pada Karcis tersebut.”

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat melalui
adanya karcis parkir tersebut yang diberikan oleh pihak penyedia jasa
parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya untuk dititipkan
sementara, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa adanya perjanjian
penitipan.

Juru parkir yang berada di area pemandian air panas tidak hanya
menjaga dan menjamin keamanan dari kendaraan bermotor saja namun

juga mencuci kendaraan tersebut diluar kesepakatan yang disepakati oleh

" Gustian Djuanda, Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
cet-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 106.



kedua belah pihak. Menurut penyedia jasa, praktik seperti ini sudah terjadi
sejak lama dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan terus menerus oleh
juru parkir di area pemandian air panas Pacet Mojokerto. Penyedia jasa
juga menyebutkan bahwa penghasilan yang didapat juga menjadi lebih
banyak.

Ketika pengguna jasa selesai dari wisata tersebut lalu membayar
kendaraan yang telah dititipkan kepada juru parkir, pengguna jasa diminta
untuk membayar upah atas jasa pencucian kendaraan meski tak diketahui
pemilik serta jasa atas pencucian kendaraan tersebut secara paksa. Dan
pengguna jasa tersebut mau tidak mau harus membayar upah atas jasa
yang telah dilakukan oleh juru arkir tersebut. Dalam hal sewa, tidak sah
dijadikan upah apabila uang sewa tersebut tidak ditentukan atau tidak
diketauhi.

Dari fenomena diatas mengakibatkan ketidakrelaan pihak
pengguna jasa parkir atas upah yang telah diberikan kepada juru parkir.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan pengguna jasa yang
diutarakan, salah satunya melalui media sosial. Hal tersebut tidak sesuai
dengan rukun dan syarat akad ijarah karena kedua belah pihak tidak
saling meridhai. Kalau salah seorang dipaksa untuk melakukan ujrah,
maka tidak sah atau batal.

Oleh karena itu penulis ingin meneleti lebih dalam mengenai
proses praktik akad ijarah yang telah berjalan sudah lama di area

pemandian air panas Pacet Mojokerto khususnya dalam praktik pencucian



jasa kendaraan bermotornya, baik dari sisi hukum Islam maupun dari
penyelesaian masalahnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk
membuat peneletian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik

di Area Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-

kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan

mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga

sebagai masalah.® Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat

diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Kendala-kendala jasa perparkiran di area pemandian air panas Pacet
Mojokerto.

2. Aspek negatif jasa perparkiran di area pemandian air panas Pacet
Mojokerto.

3. Perlindungan pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir di
area pemandia air panas Pacet Mojokerto.

4. Praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik
di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

5. Perspektif hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan

bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet

® Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.



Mojokerto.

Dalam penelitian ini diberlakuakan pembatasan masalah agar
dalam penelitian ini lebih terarah dan terfokus, adapun pembatasan
masalahnya adalah:

1. Praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik
di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan
bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet

Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa
persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik jasa
pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area

pemandian air panas Pacet Mojokerto.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah
penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor

yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.’® Adapun tujuan penelitian

° Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010),
89.



dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan
bermotor tanpa persetujua pemilik di area pemandian air panas Pacet
Mojokerto.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam
terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor di area

pemandian air panas Pacet Mojokerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan teoritis:

a. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya pada akad
ijarah.

b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam
pembuatan skripsi berikutnya.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
pada progam studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata

islam fakultas Syariah &hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan praktis :
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan

mengevaluasi para penyedia jasa khususnya penyedia jasa parkir



kendaraan bermotor agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut sesuai

dengan prinsip syariah agar tidak merugikan konsumen atau pengguna

jasa.

F.  Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan mengenai

pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing

variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang kemudian

didefinisikan secara jelas untuk menghindari munculnya kesalahpahaman

dalam judul skripsi ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Hukum Islam

Jasa Pencucian

: Seperangkat peraturan dan ketentuan yang

bersumber dari Alquran, Hadis, pendapat ulama
madzhab. Hukum Islam yang di maksud khususnya pada

ijarah.

: Pencucian adalah kegiatan jasa membersihkan kendaraan

bermotor yang disediakan oleh penyedia jasa dengan
memberikan layanan pencucian berbayar tanpa didahului
kesepakatan pada awal perjanjian di area pemandian air

panas Pacet Mojokerto.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah,

berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan
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telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, rekaman
sejarah, serta dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya,
penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rif’an Ma’ruf (2017)
dengan judul “Analisis Maslahah terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di
Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya” yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan bagaimana penerapan tarif Parkir Zona di tempat
parkir tepi jalan umum Kota Surabaya menurut hukum positif dan
bagaimana analisis maslahah terhadap penerapan tarif Parkir Zona di
tempat parkir tepi jalan umum Kota Surabaya. Data dihimpun melalui
pengamatan, wawancara, serta studi dokumentasi kemudian diolah
dengan cara checking data, editing, dan organizing. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Pertama, dari segi hukum positif, ketentuan parkir
dan retribusi parkir secara umum telah diatur oleh undang-undang yang
selanjutnya diperinci dalam peraturan daerah termasuk Parkir Zona yang
ketentuan tarifnya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Adapun
pada pelaksanaannya, masih terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh
juru parkir maupun pengguna parkir. Kedua, transaksi Parkir Zona
termasuk dalam transaksi ijarah yang dari segi maslahah termasuk
maslahah mu’tabarah karena telah diatur oleh syarak serta tetap tidak
dibenarkan adanya penyelewengan yang merugikan kedua belah pihak.

Dari segi berlalu lintas, Parkir Zona berusaha menggapai maslahat berupa
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kelancaran berlalu lintas dan ketersediaan lahan parkir.*

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Rahayu (2018) dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara
Sepihak Pada Jual Beli Sayur Mayur: Studi Kasus Di Desa Pedagangan
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang kebiasaan jual beli sayur-mayur
dengan perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak di Desa
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang dianalisis
dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dalam manganalisis data dan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi, wawancara,
dan observasi, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu
mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli
sayur mayur yang ada di Desa Pedagangan, kemudian diteliti dengan
menggunakan tinjauan hukum Islam sehingga ditemukan pemahaman
terhadap praktik jual beli sayur mayur di Desa Pedagangan Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil yang diperoleh adalah praktik jual
beli sayur mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak di Desa
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik terbukti bahwa
jual beli tersebut termasuk jual beli harga sepihak. Kemudian ditinjau dari
hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh

tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar’i. Perubahan harga

10 Ahmad Rif’an Ma’ruf, “Analisis Maslahah terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat
Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
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secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di Desa
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik subyek yang
melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa
ada unsur paksaan dari siapapun.™

Ketiga, Skripsi ini membahas mengenai restribusi parkir yang
ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima
Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif
Parkir Progresif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan
Simpang Lima Semarang)”. Persamaannya adalah terdapat pada
akadnya yakni ijarah dan objeknya yakni jasa parkir. Perbedaanya terletak
pada permasalahannya yakni skripsi membahas mengenai pelaksanaan
penatapan tarif parkir PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang
Lima Semarang yang menggunakan sistem parkir progresif yakni
berdasarkan sekian rupiah perjamnya. Dalam Islam hukumnya boleh
mengambil keuntungan dalam berbisnis, asalkan tidak berlebihan. Maka
praktik tersebut adalah haram karena Islam telah mengharamkan segala
bentuk kezaliman dengan pemakan harta orang lain tanpa hak.** Namun
skripsi yang di teliti oleh penulis membahas mengenai ketidakjelasan
akad yang dilakukan oleh juru parkir dan pengguna jasa parkir, yang

menimbulkan kedua pihak tidak saling ridha atas akad yang telah

1 pytri Dwi Rahayu, “Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan merubah harga secara sepihak
pada jual beli Sayur Mayur: studi kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten
Gresik”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

12 Khullasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progresif (Studi
Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)” (Skripsi---UIN
Walisongo Semarang).
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dilakukan.

Melihat dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang pernah ada.
Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang praktik pencucian jasa
kendaraan bermotor dan analisis hukum Islam terhadap praktik pencucian
jasa kendaraan bermotor di area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto.

Letak perbedaannya adalah pada objek dan letak permasalahannya.

H. Metode Penelitian
Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan
selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif.™
Aspek-aspek yang digunakan berkenaan dengan lokasi penelitian, data
yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan
analisis data sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-
benar terjadi terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor

tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet

13 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian 1lmu Dakwabh, (Jakarta : Logos, 2001), 1.
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Mojokerto yang berlokasi di Jalan Pemandian Air Panas Blok No. 2
Pandusan, Pacet, Mojokerto.
Data yang Dikumpulkan

Data yang di kumpulkan yakni data primer dan data sekunder
yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan
masalah. Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam
pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer, yaitu di antaranya:

1) Data mengenai praktik jasa pencucian kendaraan bermotor
tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet
Mojokerto

2) Data mengenai ijarah dan hukum Islam.

b. Data sekunder, yaitu data mengenai gambaran umum Yyang

berisikan latar belakang pemandian air panas di Pacet Mojokerto.

. Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data
tersebut dapat di peroleh. Adapun sumber data yang dipakai pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media
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perantara).* Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh
bersumber dari lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan
para pihak baik penyedia atau pengguna konsumen jasa pencucian
kendaraan bermotor di pemandian air panas Pacet Mojokerto,
antara lain;
1) Bapak Sugeng pengelola wahana wisata air panas Pacet,
Mojokerto.
2) Supriyadi penjaga area parkir dan pencucian wisata air panas
Pacet, Mojokerto.
3) Pengunjung yang merasakan dampak pencucian tanpa
persetujuannya:
a) Agus
b) Abdurrahim
c) Mashuda
b. Sumber Sekunder
Adalah sumber-sumber data yang diambil dari bahan
kepustakaan seperti buku-buku dan catatan-catatan tentang apa
saja yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan
data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data
primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam

15

lapangan.™ Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi

sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

14 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006), 105.
5 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.
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1. Buku-Buku tentang Ekonomi Syariah.
2. Website pemandian yaitu, www.mojokertokab.go.id
c. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik yaitu teknik
pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan.
Teknik pengumpulan data lapangan, antara lain:
1) Observasi
Adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari
peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
objek penelitian.16 Observasi dilakukan untuk memperoleh
gambaran riil suatu peristiwva atau kejadian untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati
secara langsung di lapangan untuk mengetahui praktik jasa
pencucian kendaraaan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area
pemandian air panas Pacet Mojokerto.
2) Wawancara
Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang
terkait yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan
kepada tiga pengunjung di antaranya, yaitu:
a) Tiga orang pengunjung.
b) Satu orang pengelola.

c) Satu orang juru parkir dan pencuci motor.

6 Juliansyah Noor, Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah
(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.
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3) Dokumen
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu
laporan dan Foto. Penggalian data ini dengan cara
mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan praktik jasa pencucian kendaraan
bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas

Pacet Mojokerto.

I. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu
menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif menggunakan
teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif
analisis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang
diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat
sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.'’

Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat
umum ditarik simpulan bersifat khusus. Dalam hal ini adalah penelitian di
area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto. Peneliti akan mendeskripsikan
mengenai praktik jasa pencucian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

pihak penjaga area parkir di pemandian tanpa persetujuan pemilik di area

7 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet ke-6, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press), 63.
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pemandian Air Panas Pacet Mojokerto yang terindikasi merugikan
pengunjung.

Sehingga dari masalah tersebut penulis menggunakan pola pikir
induktif dengan membandingkan beberapa masalah yang umum lalu
dianalisis sehingga mampu menemukan sebuah pemahaman pada masalah
praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di
area pemandian air panas Pacet, Mojokerto kemudian dilanjutkan dengan
menganalisa menggunakan teori ijarah sebagai pisau analisis utama dalam

menentukan hasil yang spesifik pada penelitian ini.

. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, untuk mempermudah
dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika
pembahasan dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi lima bab, yakni
meliputi:

Bab satu ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran
umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu
pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Akad ljarah dalam Islam, yang akan diisi dengan

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis
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antara lain akad ijarah yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan
syarat, macam-macam, batal dan berakhirnya. Serta penggunaan akad
dalam lembaga keuangan.

Bab tiga adalah profil area dan praktik Jasa Pencucian Kendaraan
Bermotor di area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto. Memuat
gambaran mengenai prosedur dan praktik jasa pencucian kendaraan
bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet
Mojokerto.

Bab empat adalah pembahasan mengenai analisis dari segi praktik
serta analisis dari segi hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian
kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air
panas Pacet Mojokerto sehingga dapat mengemukakan pendapat yang
spesifik mengenai status hukum pada praktik tersebut.

Bab kelima adalah Penutup, berisikan tentang kesimpulan yang
menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil

penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI AKAD IJARAH DAN UJRAH

1. Definisi Akad

Akad merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa arab yang
berbunyi al’agd yang memiliki perikatan, persetujuan, perjanjian,
kesepakatan dan kemufakatan yang terjadi di antara dua pihak atau
lebih, baik secara lisan ataupun tulisan. Dalam kata akad sendiri
secara teminologi memiliki suatu makna yang berarti ikatan antara
dua belah pihak yang saling terikat setelah adanya kesepakatan.*

Kata akad menurut figih sunnah dapat diartikan dengan
hubungan dan kesepakatan. Sedangkan secara istilahnya dapat
diartikan dengan pertalian ijab yang bermakna pemberian ikatan dan
gabul yang bermakna penerimaan ikatan yang sesuai dengan
kehendak syariat yang berpenngarun kepada suatu kawasan
perikatan.?

Dalam AlQuran yang berhubungan dengan perjanjian memiliki
dua istilah yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji).> Dengan kata
lain, akad merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih yang berdasarkan ijab dan gabul dengan adanya ketentuan

syar’i. Dengan demikian ridak semua jenis perikatan atau perjanjian

! Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

2 Ibid.

% Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia(Jakarta : Kencana, 2005), 45.

20
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disebut dengan akad, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

seperti ijab gabul dan beberapa ketentuan syari’at Islam. *

2. Dasar Hukum Akad

Dalam dasar hukum dilakukannya suatu akad yang dijelaskan
dalam beberapa firman Allah Swt yang berbunyi :

a. Q.S.Al-Maidah :1

- o s s B

Jﬁ,f s,LJC@\JL@@u,\CM\f mws?jﬂu )

2 o A oor w0 03 oy

J\:'J oj\p) 4../;1-\4.49 415\(3:-4934&5}“;& ‘“‘;’g‘ﬁd A.U\ \}k .;\
—vv—Jw u:mjLLL by

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhllah akad akad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (YYang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt
menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya”. (Q. S. Al-Maidah : 1).°

b. Q.S.Al-Isra’: 34
YW/JK/ ——vz_;ef_s
Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,
kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)
sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya
janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Q. S.
Al-Isra’ : 34).°

3. Rukun-rukun Akad

* M. Noor Harisudin, Figh Muamalah I (Mangli : Pena Salsabila, 2014), 19.
5 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 144.

®Ibid., 144.
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Dalam suatu akad yang terdapat pada rukun-rukun tersebut

sebagaimana berikut:

a. ‘Aqgid (orang yang berakad)

‘Agid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau

orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat aqid

terbagi menjadi dua, yaitu:

1)

2)

Ahliyyah

Aliyyah merupakan kopetensi seseorang sehingga ia dapat
dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam figh, ahliyyah
yaitu seorang mukallaf atau mumayyis dan berakal. Dengan
demikian, transaksi anak yang masih kecil dan orang yang
tidak berakal (gila) dikatakan tidak sah karena tidak memiliki
ahliyyah.
Wilayah

Wilayah merupakan hak dan kewenangan seseorang yang
mendapatkan legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atau
suatu kawasan tertentu. Dapat diartikan bahwa, seseorang
yang melakukan transaksi merupakan pemilik asli, wali atau
wakil atas suatu kawasan transaksi sehingga ia memiliki hak

dan otoritas untuk melakukan transaksi.’

b. Ma’qud Alaih (sesuatu yang diakadkan)

" Qamarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta : Teras, 2011), 28.
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Ma’qud Alaih merupakan sebuah benda yang akan
diakadkan (kawasan akad), seperti benda-benda yang dijual dalam
akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan
utang.

Maudhu’ al-‘aqd

Maudhu’ al-‘agd merupakan suatu tujuan atau maksud
dengan mengadakannya akad. Berbeda akad maka akan berbeda
tujuan pokok akadnya. Dalam akad jual beli misalnya, memiliki
tujuan pokoknya yaitu dengan memindahkan suatu barang dari

penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti.’

. S{ighat al-‘aqd

Shighat al-‘aqd adalah ljab Qabul. ljab Qabul merupakan
suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan
antara dua pihak yang melakukan suatu kontrak perjanjian atau
akad. Menurut ulama figh, adapun beberapa syarat ijab gabul
yaitu sebagaimana berikut:

a) Adanya kejelasan dari kedua belah pihak
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan gabul
c) Adanya satu majelis

d) Berurutan

e) Tidak adanya penolakan®®

8 |bid., 28.
® Ibid., 29.

1% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Y ogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.
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Hal tersebut didasarkan kepada definisi rukum menurut
jumhur, yaitu adanya sesuatu lain yang bergantung kepadanya
meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Jadi di dalam rukun
akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan
antara dua belah pihak. Sementara untuk unsur lainnya menjadi
pondasi akad seperti kawasan yang diakadkan dengan dua belah
pihak yang berakad yang merupakan kedzaliman akad yang
harusnya ada untuk membentuk sebuah akad. Oleh karena adanya
ijjab dan gabul menghendaki adanya dua belah pihak yang
berakad.'!

A. Akad /jarah
1. Pengertian

ljarah, menurut gramatika bahasa arab artinya adalah memberi
upah, sewa atau menyewakan. Sedangkan dalam istilah shara’ figih
adalah pemanfaatan terhadap jenis barang atau jasa tertentu yang
diserahkan oleh orang lain untuk mendapatkan manfaat dari barang
atau jasa tersebut.*? Di sisi lain, ija>rah juga bisa diartikan sebagai
jasa, sewa atau imbalan, yakni akad yang dijalankan berdasarkan

imbalan jasa atas suatu manfaat.*®

1 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 429.

2 Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib al-Mujib, (Bandung: Trigenda Karya, 1995),
201.

¥ Habib Nazir dan Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung, Kaki
Langit, 2004) 246.
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Sedangkan, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa ija>rah adalah suatu
jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan menyewakan.'*
Dengan demikian, ija>rah pada hakikatnya ialah penjualan atas suatu
manfaat dengan memindahkan hak guna atas suatu produk atau jasa
dalam tempo waktu yang ditentukan dengan cara membayar upah sewa
tanpa ada pemindahtanganan kepemilikan barang itu sendiri.™

ljarah merupakan suatu transaksi yang bersifat saling tolong
menolong dan berlandaskan dalil-dalil yang kuat dari Alquran dan
Hadith yang konsep ijarah sendiri sudah mulai berkembang sejak
masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra., yaitu ketika adanya sistem
bagian tanah dan langkah revolusioner dari khalifah yang melarang
pemberian tanah bagi kaum muslimin yang ditaklukan.*

Adapun secara terminologi, para ulama’ madhhab memiliki
pandangan yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama’ Hanafiyah:

lja>rah adalah suatu perjanjian yang mempunyai faedah, memiliki
manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan
dengan ada imbalan pengganti.*’

b. Menurut ulama’ Malikiyah

1 sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah jilid 13, (Bandung, PT. Alma’arif, 1987) 177.

5 Tim Penulis UIN Sunan Ampel, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya, IAIN Sunan
Ampel Press, 2013), 150.

'8 Ibid, 151.

7 Abdur Rahman al-Jaziri, Terjemah Figih Empat Madzhab, Terjemah H. Moh. Zuhri, dKkk,
(Semarang, CV. Asy-Syifa’, 1994), 166.



26

. . g 5% o -

u"j“’f}l"" o.\.a L.a ;,u_«; C&L.eé)jf Ay Jae

-

Suatu akad (perjanjian) yang memberikan faedah memiliki sesuatu
yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya upah.*®

Menurut ulama’ Hanabilah
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ljarah adalah perjanjian atas manfaat yang mubah dan diketahui
yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui
dengan upah yang diketahui."®

Menurut ulama’” Shafi’iyyah
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lja>rah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui,
disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah
dengan upah yang bisa diketahui.?’

2. Konsep Kerelaan Dalam Perspektif Fikih

Jual beli menurut ilmu fikih ialah saling tukar menukar atau

saling menerima benda dengan benda lain yang dapat dikelola sesuai
dengan cara yang ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, jual beli
hendaknya dilakukan dengan suka rela, tanpa ada tipu daya, dan
dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh
syariat Islam agar hubungannya antar sesama manusia tetap terjalin

dengan baik. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda

18 1bid, 170.
9 1pid, 173.
20 |bid, 172.



27

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua
belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang

dibenarkan syara’ dan disepakati.?*

82 -
|
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Pada ayat di atas, secara konkret dijelaskan bahwa perniagaan
yang dijalankan haruslah berlandaskan berdasarkan kerelaan di antara
pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, masalah kerelaan tentu masuk
pada perbuatan hati yang sifatnya batiniyyah, sedangkan ilmu figih
hanya menghukumi hal-hal yang sifatnya dhahiriyyah.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan
pendapat antara ulama’ Hanafiyah dengan jumhur ulama’. Rukun jual
beli menurut ulama’ Hanafiyah hanya satu, yaitu ljab (ungkapan
membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka yangmenjadi rukun dalam jual beli hanyalah

kerelaan (rida/taradin) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi

2l Imron Mubasir, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Kota Surabaya (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel
Surabaya, 2012).
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jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati
yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan
indikasi yang menujukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.
Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang
melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam
ijab dan gabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga
barang.?
3. Landasan Hukum

Berikut merupakan beberapa dalil yang mendukung terhadap

praktik ijarah yang bersumber dari Alquran dan Hadith;

Surat al-Bagarah ayat 233:
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Dan jika kamu sekalian ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak berdosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang sepantasnya. Dan bertagwalah kamu sekalian kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu sekalian
kerjakan. (QS. Al-Bagarah [2]: 233.

Dan apabila kedua orang telah sepakat untuk menyusukan bayi yang
terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak
ada dosa atas keduanya, oleh karena itu penjalasan ini adalah tentang

konsep ijarah yang perlu ditekankan pada suatu kesepakatan yang

benar tanpa unsur paksaan.

Surat al-Qassas ayat 26:

22 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 115.



29

L2 2

YU Gaet Gt i Tl e 38 & )l e 3 g ) alla
Salah satu orang dari dua wanita itu berkata, “Wahai ayahku, ambillah
ia sebagai budak yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qassas)} [28]: 26).

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu putri Nabi Syu’aib yang
meminta pada ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai
seseorang yang dapat dipekerjakan jasa tenaganya yang kemudian
diganti dengan imbalan akibat dari pekerjaannya tersebut.”®

Surat An-Nisa’ ayat 29:

ol oo 385 08 T V) dlalt s S STRTISHEY 1ehle 0 L G
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat di atas merupakan ayat yang turun untuk memberi penjelasan
bagi orang-orang mukmin untuk melakukan kegiatan perniagaan atau
perdagangan dengan cara suka sama suka, yang artinya ada unsur
kerelaan tanpa ada kebatilan di dalamnya.**

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, bahwasannya Rasul

saw bersabda:

PSP SN PN
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum mengering
keringatnya”. (HR. Ibn Majah).”

2% Jalaluddin Mahalli, Tafsir Jalalayn (Beirut, Dar al-Kutub al-1imiyyah, 2005), 56.
* Ibid, 207.
% |bnu Hajar al-Asgalani, Bulugh al-Maram (Surabaya, Sahabat Ilmu, 2003) 195.
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Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad
saw. Bersabda:
PR Y I G

Artinya: “Barang siapa yang mempekerg'akan pekerja, beritahukan
upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).*®

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad
ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa
tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli
diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan
akad ijarah atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad
ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat
atau jasa.”’

Mengenai disyaratkannya ijarah, semuanya bersepakat bahwa
tak ada seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini,
sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berpendapat akan
tetapi tidak dianggap.

Rukun dan Syarat ljarah

Ketentuan yang dicantumkan dalam rukun dan syarat ijarah
merupakan cara agar akad sewa menyewa yang dimaksudkan dapat
berjalan sesuai dengan cara yang dihalalkan. Adapun berbagai macam
ketentuan yang diatur dalam rukun dan syarat ialah diperuntukkan

pada sewa menyewa itu sendiri.

%6 | bid, 195.

2" Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2001), 158.
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a. Rukun ljarah
Pembahasan tentang rukun sewa menyewa terdapat beberapa
pendapat mengenainya, antara lain pendapat jumhur ulama’ bagi
orang-orang yang menjalankan sewa menyewa haruslah:
1) Berakal
2) Adanya barang yang disewa atau imbalan sewa
3) Bermanfaat
4) Sigat
Sedangkan pendapat di kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri atas:
1) Penerima sewa (musta’jir)
2) Pemberi sewa (mu’ajjir)
3) Objek sewa (ma’qud “alaih)
4) Sigat
b. Syarat ljarah
Syarat ijarah yang harus terpenuhi oleh ketentuan-ketentuan
hukum Islam antara lain sebagai berikut:
1) Syarat bagi orang yang melaksanakan sewa menyewa
a) Berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk
membedakan (mumayyiz), oleh karena itu kegiatan ijarah
yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidaklah sah

melakukannya.”® Begitu pula orang yang terganggu

% sayyid Sabig, Figh al-Sunnah 13, 11.
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ingatannya atau orang yang tangah mabuk tidak sah untuk
melakukan ijarah.?®

b) Kedua belah pihak harus cakap dalam bertindak secara
hukum yang mampu untuk membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk.*

c) Para pihak yang berakad menyatakan kerelaannya saat
melakukan akad ijarah tersebut. Apabila salah satunya
merasa terpaksa maka akad ijarah tersebut menjadi tidak
sah.*

2) Syarat objek sewa

1. Objek ijarah harus diketahui secara jelas, baik itu dari segi
jumlah, sifat, kadar atau jenisnya dari objek tersebut agar
tidak ada persengketaan di kemudian hari. Bila tidak ada
kejelasan terkait kemanfaatannya maka tidak sah
akadnya.*

2. Sesuatu yang dimaksudkan haruslah suatu hal yang sesuai
dengan realitanya. Dengan sifat seperti itu, objek transaksi
dapat diserah terimakan objeknya beserta manfaatnya dan

tidak mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.*

2 Helmi Karim, Figh Muamalah, 35.

%0 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 35.

31 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,
2003), 231-232.

32 |bid, 232.

% Helmi Karim, Figh Muamalah, 35-36.
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3. Barang yang menjadi objek sewa haruslah dapat diterima
sesuai dengan kesepakatan di awal. Oleh sebab itu, baranag
yang belum nampak wujudnya atau rusak wujudnya tidak
dapat dijadikan sebagai objek sewa menyewa. Sebab hal
tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang
menyewa.**

4. Manfaat yang terkandung di dalam objek sewa hanya yang
diperbolehkan oleh syariat Islam. Perjanjian memanfaatkan
objek sewa menyewa yang dilarang oleh syariat Islam
tidaklah sah dan wajib untuk ditinggalkan. Sebagai contoh
menyewakan sepetak kamar kost untuk prostitusi, maka
hal tersebut sudah tentu dilarang dalam syariat Islam.*

5. Benda yang disewakan tidak diperbolehkan barang yang
kemungkinan dapat hancur sewaktu disewakan sebelum
jatuh tempo akad berakhir.*

3) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan gabul
Setidaknya terdapat tiga syarat yang ditetapkan jumhur
ulama’ figih mengenai ijab dan gabul:

a) Pernyataan ijab gabul ditujukan secara jelas sehingga
mudah dipahami oleh kedua belah pihak terkait jenis akad

yang dikehendaki.

* Sayyid Sabig, Figh Sunnah 13, 12-13.
35 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 54.
%6 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005) 118.
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b) Adanya kesesuaian antara ijab dan gabul yang diucapkan
oleh kedua belah pihak.

c) Pernyataan ijab qabul didasari kehendak masing-masing
pihak tanpa ada keraguan.
Dalam menyampaikan maksud dalam akad, terdapat

beberapa cara untuk melakukannya, antara lain:*’

a) Melalui ucapan
Dalam ijab gabul tidak disyaratkan untuk mengucapkan
objek akad, kecuali dalam akad nikah.

b) Melalui tulisan
Bagi pihak yang tidak mampu menyatakan akad melalui
lisan diperbolehkan untuk menyatakannya secara tertulis
dengan syarat tulisan tersebut harus jelas dan dapat
dipahami oleh keduanya.

c) Melalui perbuatan
Menyatakan akad melalui perbuatan diperbolehkan asal
perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan akad
tersebut. Sebagai contoh, bagi pemberi sewa memberikan
objek sewa sedangkan bagi penyewa menerima barang
sewa.

d) Melalui isyarat

37 M. Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Juz 1 (Jakarta, Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1996) 64.
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Pernyataan seperti ini hanya memungkinkan digunakan
oleh tunawicara atau orang yang tidak mampu untuk
berbicara. Sehingga menyatakan melalui isyarat menjadi
alternatif untuk menyampaikan kehendak.

4) Syarat terkait harga sewa

Para fugoha’ mengemukakan syarat-syarat harga sewa sebagai

berikut:®

a) Jumlah harga harus jelas sesuai yang disepakati

b) Dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad. Bila
pembayarannya dilakukan di lain waktu, maka harus
ditentukan secara jelas jatuh temponya.

c) Apabila dilakukan secara barter, maka jasa/barang yang
diberlakukan harga harus barang yang sesuai dengan
syariat dan tidak menyalahi aturan-aturan syariat, seperti
menyewakan babi dan khamr.

5) Syarat manfaat.*®

a) Manfaat tersebut memiliki nilai untuk dirasakan atau
digunakan sesuai dengan kegunaan barang tersebut sesuai
dengan ketentuan syariat.

b) Keadaan manfaat dapat diserahkan oleh yang

mempersewakan.

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam..., 124-125.
% Sulaiman Rasjid, Figih Islam (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2005), 304.
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c) Kadarnya dapat diketahui, seperti jenis, sifat dan jangka

waktunya.

5. Macam-macam /jarah

a.

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis ijarah, yakni:*

ljarah al-zimmah, (ljarah yang berhubungan dengan sewa
jasa/upah-mengupah), yaitu mempekerjakan seseorang atas jasa
atau kemampuannya dengan imbalan upah yang disewa.

ljarah al-*ain, yakni sewa-menyewa yang berhubungan dengan aset
atau properti. Yaitu, hak untuk menggunakan atau memindahkan
aset atau properti tertentu kepada pihak lain dengan biaya sewa
sebagai imbalan.

Dalam penjelasan mengenai ijarah terdapat macam-macam yang

dapat diperinci sebagai berikut:*!

a. Dari segi objek, ijarah dibagi dalam dua macam, yaitu:

1) ljarah berupa manfaat, seperti sewa menyewa.

2) ljarah berupa pekerjaan, seperti mempekerjakan seseorang
untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya buruh.

Dari segi metode pembayarannya, ijarah dapat dibedakan menjadi

dua bagian, yakni:*?

1) Pembayaran imbalan ijarah bergantung pada objek pekerjaan

yang disewa, yang biasanya berupa sewa atau gaji.

“0 Ascarya, Akad dan Produk Syariah (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 99.
4l Sulaiman Rasjid, Figih Islam..., 305.
42 M. Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 68.
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2) Pembayarah ijarah yang tidak bergantung pada objek pekerjaan
yang disewa, yang biasanya disebut dengan ju’alah atau sukses
fee.

c. Dari segi perpindahan kepemilikan terdapat dua jenis, yakni:*?

1) Operating lease yaitu, tidak terjadi pemindahan kepemilikan
aset baik di awal maupun di akhir sewa.

2) Financial lease vyaitu, diperbolenkannya terjadi pemindah
pemilikan melalui pilihan untuk membeli atau tidak membeli

dari barang yang disewa tersebut.

6. Berakhirnya /jarah
Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian
yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam perjanjian
tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian termasuk
kepada perjanjian timbal balik.
ljarah tidak menjadi batal (fasakh) dengan matinya salah satu
pihak yang berakad, sedangkan yang diakadkan selamat. ljarah akan
menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:**
1)Terjadinya aib pada barang sewaan yang terjadi pada tangan
penyewa.
2)Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang menjadi

runtuh.

“ Ibid, 69.
4 Sayyid Sabig, Figih Sunnah..., 28.
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3)Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju
yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin
terpenuhi sesudah rusaknya barang.

4)Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa
yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, kecuali jika
terdapat udhur yang dapat mencegah fasakh. Seperti jika ijarah
tanah pertanian telah berakir sebelum tanaman dipanen. Maka ia
tetap berada di tangan penyewa sampai selesai masa diketam,
sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya bahaya kerugian pada pihak penyewa, yaitu
dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh dari salah satu pihak, seperti
yang menyewa toko untuk dagang kemudia dagangannya ada yang
mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.

Adapun para ulama’ figih menyatakan bahwa akad ijarah berakhir

apabila;*®

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang
dijahitkan hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
Apabila yang disewakan itu berupa rumah, maka akan

dikemblaikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan

5 Haroen Nasroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.
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adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Karena
hal ini disepakati oleh seluruh ulama’ figih.

c. Menurut ulama’ Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad,
karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwarisakan dan
ijarah sama dengan jual beli yang mengikat kedua belah pihak
yang berakad.

d. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ada udhur dari salah satu
pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait
hutang yang banyak, maka akad ijarah menjadi batal. Sebab,
‘udhur dapat membatalkan akad ijarah itu.

B. Akad Ujrah
1. Pengertian Ujrah

Pengertian upah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah suatu bayaran dalam bentuk uang atau sebagainya
sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang telah diperkerjakan
atau dimanfaatkan.*

Definisi upah menurut Nurimansyah Hasibuan, merupakan segala
bentuk penghasilan yang didapatkan oleh buruh yang berupa uang
atau lainnya dengan tempo waktu tertentu pada kegiatan ekonomi.*’

Dalam hukum upah, terdapat beberapa macam yang
mengklasifikasikan seputar upah secara wajar menjadi beberapa

bagian. Namun dalam bagian ini, pendapat yang dikemukakan oleh

46 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Rajawali Press, 1997), 29.
47 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997), 68.
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Idris Ahmad upah merupakan jalan untuk memanfaatkan jasa atau
tenaga orang lain yang kemudian diberi ganti sebagai upah dengan
cara-cara tertentu.”®

Maksud lain dari al-ujrah adalah imbalan atas suatu pekerjaan
yang diterima untuk dikerjakan sebagai jasa. Dalam Islam ada
pedoman yang diberikan untuk melakukan penyerahan upah pada saat
pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Atas dasar tersebut, seorang
pekerja diperbolehkan untuk menyegerakan pekerjaannya sementara
seorang yang menerima jasa dari pekerjaan tersebut dianjurkan untuk
menyegerakan pembayarannya sesaat setelah pekerjaan tersebut
diselesaikan oleh pekerja.*’
Dasar Hukum Ujrah

Konsep al-ujrah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan
muamalah tentu memiliki landasan hukum untuk menopang legitimasi
kegiatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa dasar hukum yang
bersumber dari alquran dan Hadis, antara lain:

Disebutkan dalam surat az-Zukhruf ayat 32:>

[T ¢ s Adn F 0 Sax qiac % fan BES a7 4 e A8
1..3: “’J:?;hc;;(“é—“‘:?’}“ eg_g__amau;.aé.}) kA ) uws,g(uz\
) 2 ppary Bl ) para (959 ageara 53]
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat
Tuhanmu? Kamilah vyang telah menentukan di

* Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 115.

49 Ibid, 116.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Surabaya, Mahkota, 1999), 706.
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penghidupan mereka di antara mereka di dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah mengangkat
sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar dari sebagian dari mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari yang mereka kumpulkan.
(QS. Az-Zukhruf [65]: 32).

Di ayat lain pada surat at}-T{alaq ayat 6:>*

Gedle 5Blablih 5Ll R0s) (e o585 i (e (A 50T
Gy BSE SR i el 1phs s S15ER o)

LR N I S R S - e g 2a” (0 F @i @8 - s sF@s AFa
Eadiud 3 hulad ()55 22 S0 11 5a015 Gh ) sa 10k SHA ]
5
Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah  kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq [65]: 6).

Begitu juga disebutkan dalam surat Ali ‘Imran ayat 57:>2

ol Mind ¥ AT 5058 Al 1Lk T
Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan
memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala
amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai

orang-orang yang zalim.

Adapun dasar hukum yang bersumber hadith sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:*®

5! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya..., 816.
52 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya..., 71.
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw bersabda: Allah swt
berfirman: ada tiga golongan yang Aku perangi kelak pada
hari kiamat, (yakni) seseorang yang bersumpah atas
namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual
orang yang merdeka lalu memakan (keuntungan) dari
harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang

pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan namun tidak
dibayar upahnya. (HR. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Ujrah
a. Rukun Ujrah

Rukun merupakan susunan dari beberapa unsur dalam
membentuk sesuatu. Dari sesuatu yang mengandung unsur-unsur
tersebut muncullah sebuah wujud yang terbentuk. Seperti halnya
sebuah bangunan yang terdiri dari unsur-unsur yang membentuk
bangunan tersebut seperti pondasi, tiang dan lain sebagainya.
Unsur-unsur tersebut dalam konsepsi Islam disebut dengan
rukun.>*

Rukun akad dalam pandangan ulama’ Hanafiyah hanya terdiri
dari ijab dan gabul saja, menurutnya tidaklah mungkin adanya
akad tanpa adanya pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu

kontrak dan tanpa adanya objek akad. Sedangkan dalam

%% Bukhari (al), Sahih al-Bukhari juz Il (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 50.
% Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Figih Muamalah
(Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), 95.
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pandangan ulama’ madhhab Shafi’iyyah hanya berbeda pada sudut
pandang yang tidak menyangkut subtansi akad itu sendiri.>
Adapun menurut jumhur ulama’, ujrah merupakan suatu
imbalan yang terjadi atas akad ijarah. Adapun rukunnya
meliputi:
1) Agidani (dua orang yang berakad) yang terdiri dari;
a) Mu’ajir (penyedia jasa)
b) Musta’jir (penerima jasa)
2) Sigat
3) Ujrah (upah)

4) Manfaat

. Syarat Ujrah

Mengenai syarat-syarat pokok tentang ujrah yang bersumber
dari Alguran dan as-Sunnah adalah mu’ajir haruslah menerima
upah yang diberikan secara sepenuhnya dari musta’jir yang telah
menerima jasa yang diberikan. Dalam menjalankan amanah yang
dibebankan pada masing-masinh pihak haruslah dilaksanakan
berdasarkan tanggung jawab yang penuh, sebab, kegagalan yang
ditimbulkan merupakan kegagalan yang memengaruhi dari segi

moral dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.*’

% 1hid, 96.

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah..., 117.
57 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 236.
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Ujrah yang merupakan imbalan yang harus diterima oleh
mu’ajir atas suatu jasa yang telah diberikan dan dirasakan oleh
musta’jir. Sebagai syarat, yakni:

1) Pengupahan harus melalui cara yang disepakati oleh kedua
belah pihak dengan cara saling bermusyawarah agar dapat
mewujudkan rasa amanah, kewajiban moral, loyalitas serta
dedikasi yang tinggi untuk mencapai kepentingan bersama.”®

2) Upah yang diberikan harus berupa harta yang dapat digunakan
manfaatnya (mal mutagawwim) dan diserahkan begitu jasa
sudah diterima oleh penyewa.>®

4. Macam-macam dan Jenis Ujrah
Ujrah diklasifikasikan menjadi dua macam:
a. Al-Ajru al-misli (imbalan yang sepadan)

Ujrah al-misli merupakan imbalan atau upah yang
dibayarkan oleh musta’jir dengan sepadan sesuai dengan kinerja
yang diberikan mu’ajir yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan
yang disebutkan oleh kedua belah pihak pada saat transaksi
pembelian jasa. Namun, apabila penentuan tarif jasa belum
dilakukan oleh kedua belah pihak, maka harus disegerakan

penentuan tarif jasa yang sepadan dengan Kinerja yang dilakukan

%8 M. Arkal Salim, Etika Investasi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta, Logos,
1999), 99-100.

%9 Ghufran A. Mas’adi, Figih Muamalah Konstektual (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002),
186.
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serta manfaat yang dapat dirasakan sesuai dengan kesepakatak
yang disebutkan oleh kedua belah pihak.*

Tujuan penentuan imbalan yang sepadan antara lain untuk
menjaga masing-masing kepentingan kedua belah pihak, baik
mu’ajir ataupun musta’jir serta menghindari unsur-unsur yang
dapat merugikan hingga unsur yang dapat mengeksploitasi salah
satu pihak pada transaksi yang dijalankan. Dengan penentuan tarif
yang sepadan, perselisihan dapat diminimalkan sehingga transaksi

yang diterima berjalan secara adil ®*

. Al-gjru al-Musamma (upah yang telah disepakati)

Ujrah al-musamma adalah upah yang disyaratkan untuk
disebutkan upahnya dengan adanya kesepakatan antara kedua
belah pihak yang sedang bertransaksi. Sehingga, dengan adanya
kesepakatan yang sudah disebutkan tersebut, tidak boleh ada
pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu musta’jir
atau mu’ajir untuk melebihkan atau mengurangi upah yang telah
disepakati sehingga upah tersebut berjalan sesuai dengan

ketentuan syariat.®?

% M. Arkal Salim, Etika Investasi Negara..., 99-100.

%1 1hid, 100.

82 Tagiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya,
Risalah Gusti, 1996), 103.
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HASIL PENELITIAN PRAKTIK JASA PENCUCIAN KENDARAAN

BERMOTOR DI AREA PEMANDIAN AIR PANAS PACET MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Pemandian Air Panas Padusan Pacet

Wisata pemandian air panas Padusan Pacet atau merupakan salah
satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin
merilekskan fisiknya dengan berendam di pemadian air panas Pacet.
Destinasi tersebut berisikan beberapa kolam pemandian air panas dengan
tingkat panas yang bervariasi. Dan juga beberapa kolam pemandian air
panas yang dapat dinikmati oleh wisatawan."

Wisata pemandian air panas Padusan Pacet ini berada tepat di kaki
Gunung Welirang yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Mojokerto
dan dapat diakses baik dari wisatawan dari arah Batu-Malang atau dari
arah Mojokerto dan sekitarnya.

Kawasan pemandian air panas Pacet terletak di ketinggian 800
mdpl (meter di bawah permukaan laut) dengan suhu rata-rata mencapai
200 derajat celcius yang menjadikan wana wisata tersebut sangat cocok
untuk mencari kehangatan di tengah dinginnya hawa kaki Gunung
Welirang.? Di samping itu, keindahan alam yang disuguhkan menjadi daya
tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana.

Wana wisata pemandian air panas Padusan Pacet menyediakan

fasilitas yang dapat dinikmati oleh para wisatawan mulai dari lima kolam

! Pengelola Wana Wisata Air Panas Padusan, Potret Geografi Padusan, Pacet, Maret 2019.

2 Ibid.

46
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renang pemandian air panas yang memiliki tingkat suhu yang berbeda-
beda di setiap kolam masing-masing lalu ditambah dengan fasilitas
berkuda untuk wisatawan, camping ground, ATV Motor adventure, air
soft gun serta dilengkapi fasilitas alami berupa hutan pohon pinus yang
tumbuh di sekitarnya.®

Selain pemandian air panas, Pacet juga memiliki beberapa fasilitas

wisata yang terletak di kawasan Pacet, antara lain:

No. Nama Wisata Lokasi
1 Pemandian Air Panas Pacet
2 Pacet Mini Park Pacet
3 Air terjun Coban Tanggu Pacet
4 Air terjun Genjrengan Pacet
5 Claket Adventure Pacet

Tabel 3.1 Daftar Wisata di Pacet

Untuk mampu memberikan pelayan yang baik bagi seluruh
wisatawan yang berkunjung, pihak pengelola wana wisata air panas
Padusan Pacet menyediakan lahan parkir yang luas agar mampu
menampung volume wisatawan yang selalu ramai berkunjung.

Di sisi lain, di kawasan Pacet juga didukung dengan fasilitas
penginapan yang memadai yang dapat digunakan bagi wisatawan yang
berasal dari luar kota dan berkehendak untuk bermalam atau sekedar
beristirahat  sehingga kawasan wisata pacet mampu meberikan

kenyamanan bagi wisatawan.

® Ibid.
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Adapun penginapan-penginapan yang tersedia di kawasan Pacet
pun juga memiliki variasi yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat
penginapan hotel untuk kelas ekonomis hingga kelas berbintang. Hal ini
tentu mampu menjadi daya tarik bagi wilayah itu untuk dikunjungi oleh
para wisatawan sebab mampu dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat.

Meski Pacet memiliki wana wisata lain seperti sejumlah air terjun
dan bumi perkemahan, wisata air panas Pacet tidak lekang oleh waktu
sebab pengelolaan yang baik yang berorientasi pada wisatawan dan
memiliki fasilitas yang tidak dimiliki di tempat wisata lainnya yang berada
di Pacet. Dengan begitu wana wisata air panas Pacet tidak dapat
dikesampingkan keberadaannya sebagai destinasi wisata di Pacet.

. Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor di area pemandian Air
Panas Padusan Pacet

Pada umumnya, jasa merupakan suatu kegiatan yang memberikan
manfaat pada orang yang menyewa jasa tersebut dengan memberi imbalan
kepada penyedia jasa. Dan jasa yang diberikan haruslah sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tambahan ataupun kekurangan
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Di samping itu,
kesepakatan tidak boleh didasarkan atas keputusan sepihak di antara salah
satu dari kedua belah pihak.

Pada praktik yang terjadi di area parkir wana wisata pemandian air
panas Pacet, terdapat sebuah lahan parkir yang digunakan para wisatawan

untuk menitipkan kendaraan bermotornya demi keamanan dan
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kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Seperti kendaraan
roda dua dan roda empat dan sebagainya.

Lahan parkir yang digunakan tersebut mulanya ditempatkan untuk
menampung kendaraan-kendaraan milik wisatawan yang sedang
berkunjung dengan dibebankan biaya sewa lahan parkir yang berbeda
untuk kendaraan roda dua dan empat. Tentu setiap wisatawan yang
berkunjung mau tidak mau harus tetap menitipkan kendaraan bermotor
mereka demi alasan keamanan dan kenyamanan dan hal tersebut tentu
dengan kesepakatan pemilik lahan parkir dan pemilik kendaraan untuk
sekedar menitipkan kendaraannya di tempat tersebut.

Hanya saja yang terjadi pada perjanjian di awal tidak selaras
dengan apa yang didapatkan oleh para pemilik kendaraan. Dalam hal ini
dikhususkan pada kendaraan beroda empat yakni mobil. Mobil-mobil yang
seharusnya hanya dititipkan oleh pemiliknya untuk mengunjungi wana
wisata air panas ternyata ketika sekembalinya pemilik untuk mengambil
kendaraannya keadaan dari kendaraan tersebut menjadi sedikit basah dan
bersih bekas sehabis dicuci.

Keadaan tersebut tentu saja menarik perhatian dari pemilik
kendaraan tersebut. Namun, setelah diusut, kondisi tersebut terjadi karena
petugas parkir setempat yang mencuci mobil tersebut tanpa sepengetahuan
pemilik. Dan di sisi lain, penjaga yang telah mencuci tersebut meminta
tarif tambahan sebagai jasa cuci mobil yang dilakukannya secara sepihak

tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Tentu hal tersebut merupakan
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tindakan di luar kesepakatan di awal di mana pemilik hanya ingin sekedar
menitipkan mobilnya di tempat tersebut tanpa ada embel-embel apapun.

Pemilik yang menyadari hal tersebut tentu merasa tindakan yang
dilakukan oleh petugas parkir tersebut di luar kesepakatan dengannya. Dan
tentunya pamilik mobil merasa dirugikan sebab tindakan yang dilakukan
secara sepihak oleh petugas parkir yang pada akhirnya dengan terpaksa
membayar besaran tarif tambahan yang harus dibayar oleh pemilik mobil.

Hal ini dialami oleh Bapak Agus selaku pemilik Mobil tersebut.
Pihaknya mengaku dirugikan dengan tindakan petugas parkir tersebut.
Meski mobilnya baru saja dicuci oleh petugas parkir, Agus menyatakan
bahwa tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan tanpa persetujuan
darinya.

Pihaknya mengakui bahwa tidak ada penawaran sebelumnya oleh
petugas parkir terkait layanan cuci mobil yang diberikan oleh petugas
parkir setempat. Hanya saja pihaknya mengherankan mengapa kendaraan
yang dikendarinya tiba-tiba menjadi bersih yang kemudian setelah
ditelusuri bahwa mobilnya telah dicuci oleh petugas parkir setempat.

Setelah mengetahui hal tersebut, pihaknya mengaku dituntut untuk
membayar jasa cuci mobil tersebut. Meski tanpa ada persetujuan
sebelumnya, Pak Agus merasa ditekan dan dipaksa untuk segera
membayar tagihan yang dibebankan padanya meski pada dasarnya
pihaknya tidak rela bila diperlakukan semacam ini.

“Ya, mau gimana lagi, kita datang ke sini Cuma mau
liburan, jalan-jalan pastinya kan mau gak mau naruh mobil di
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tempat parkir yang ada, toh. Lah kok gak taunya pas balik ke sini
mobil kok udah bersih pas saya lihat. Tahu-tahu penjaga parkirnya
yang bilang kalo itu dia yang nyuci. Nah, setelah itu dia bilang
kalo harus bayar Rp 20.000,- buat gantinya dia habis nyuci mobil
saya. Ya, sebetulnya saya gak suka yang model gitu itu. Bikin rugi
orang aja sih.”*

Di sisi lain, juga terdapat sejumlah wisatawan yang mengalami hal
serupa. Hanya saja berbeda dengan yang dialami oleh Agus. Sebagian lain
wisatawan mengalami skema pembayaran yang berulang-ulang. Yakni,
ketika masuk para wisatawan wajib membayar tarif sebesar Rp 15.000,-
per kepala, kemudian untuk biaya parkir mobil sebesar Rp 6000,- lalu
ditambah lagi cuci mobil yang terkesan penawaran tersebut dipaksakan
kepada pengunjung yang ingin masuk menuju lokasi wisata pemandian air
panas Padusan Pacet.

Hal ini dialami oleh Abdurrohim selaku wisatawan yang
berkunjung ke wisata pemandian air panas Padusan Pacet. Pihaknya
mengakui ketika mulai memasuki pintu masuk utama wisata Padusan
harus merogoh kocek sekitar Rp 15.000 per kepala dan kebetulan saat itu
pihaknya membawa beserta seluruh keluarganya yang berjumlah tujuh
orang. Itu artinya ia harus membayar sebesar 7 x Rp 15.000 = Rp
105.000,-.

Lalu untuk menuju tempat parkir yang disediakan ia juga harus
kembali membayar tarif parkir sebesar Rp 6.000,- dan pada saat yang

bersamaan petugas parkir juga menarik biaya untuk pencucian mobil

sebesar Rp 20.000,- meski pada mulanya pemilim mobil, Abdurrahim

4 Agus, Wawancara, Pacet, Maret 2019.
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tidak berkenan dengan penawaran tersebut. Hanya saja karena ada paksaan
serta tekanan yang mendesak maka pihaknya harus terpaksa mengeluarkan
biaya untuk kesekian kalinya.

“Tadi itu saya kan masuk bawa mobil isinya 7 orang. Nah,
kan masing-masing kepala itu biaya masuknya Rp 15.000 trus
ditambah biaya parkir Rp 6.000,- jadi total Rp 111.000,-. Nah,
sampai situ saya kira udah gak ada bayar-bayar lagi, lah kok
ternyata petugasnya narik saya untuk cuci mobil, tapi awalnya
saya gak mau soalnya mau saya sekalian cuci di Surabaya
sekalian. Tapi saya terus didesak dan gak dikasih karcis parkirnya.
Soalnya kalo pas keluar nanti gak bisa nunjukin karcisnya bisa
didenda Rp 50.000,-. Ya, akhirnya mau gak mau lah mas. Gapapa
lah rugi 20.000 daripada harus bayar 50.000.”°

Adapula yang mengaku sangat dirugikan dengan adanya praktik
semacam ini. Mashuda, selaku pengunjung menyatakan secara jelas bahwa
pihaknya merasa dirugikan dengan adanya penarikan tarif yang dilakukan
secara sepihak oleh petugas parkir wisata. Sebab, mobil yang dikendarai
merupakan mobil yang disewanya dari salah satu penyedia layanan jasa
sewa mobil yang tentunya untuk urusan cuci mencuci mobil bukanlah
tanggung jawabnya selama menyewa mobil tersebut, kecuali ada
kerusakan yang ditimbulkan selama menyewa maka hal tersebut baru bisa
dibenarkan sebagai bentuk tanggung jawab darinya.

“Saya ini mobil kan nyewa, mas, ya pastinya cuci mencuci

m obil kan bukan tanggungan saya. lya kalo ada lecetnya gitu pas

saya nyewa baru itu tanggung jawab saya. Lah ini, kalo gini kan

saya yang rugi, udah gitu nanti disuruh bayar segitu kan ya

lumayan buat beli rokok mas daripada buat nyuci di tempat gini,
ya nyucinya gak bersih juga kok itu kok minta mahal”.°

5 Abdurrahim, Wawancara, Pacet, Maret 20109.
 Mashuda, Wawancara, Pacet, Maret 2019.
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Di lain sisi, Supriadi selaku petugas parkir yang bertanggung jawab
atas segala tindakan yang dilakukan mengakui bahwa hal tersebut memang
dilakukan atas dasar memberikan layanan bagi para wisatawan. Terlepas
dari perasaan wisatawan yang merasa terpaksa atau tidak, hal tersebut
dirasa sudah menjadi tanggung jawab bagi petugas yang bekerja di sana
untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap wisatawan yang
berkunjung.

Pihaknya juga mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya
tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan tambahan selain dari gaji
yang diterimanya. Sebab, dengan begitu pihaknya mampu menambah
pemasukan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya di rumah.

“Sebetulnya enggak ada aturan khusus dari atasan buat
setiap pengunjung nyuci mobilnya di sini, cuma karena ini inisiatif
dari para petugas parkir yang ada di sini buat kasih pelayanan
yang baik ke pengunjung ya apa salahnya. Ya, wong yang nikmatin
nanti kan juga pengungjungnya, toh? Lagipula kan kita juga di sisi
lain bisa cari rejeki di situ, mas. Kalo memaksa juga ya kita gak
terlalu maksa, ya cuma kalo gak mau ya karcisnya memang
sengaja kita tahan buat nanti kalo mobilnya sudah dicuci gak
langsung kabur gitu aja, mas.

Tapi kadang kita memang gak nawarin dulu mungkin
karena memang kita lupa atau gimana, tapi untuk nyuci mobil ya
tetep kita cuci mobil semua yang ada di sini. Soalnya nanti kalo
ada yang mempermasalahkan mobilnya kita cuci tanpa ada
pemberitahuan ya takutnya ada yang iri kok kenapa ada mobil
yang gak di cuci.. ya, kurang lebih seperti itu.””’

Dari seluruh pendapat yang dikemukakan oleh tiga pengguna jasa

parkir di area wisata pemandian air panas Padusan mengaku mengeluhkan

tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir yang dilakukannya secara

7 Supriadi, Wawancara, Pacet, Maret 2019.
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sepihak yang tentunya membawa kerugian bagi wisatawan itu sendiri.
Sehingga tindakan tersebut mampu menjadi bahan evaluasi bagi pihak

pengelola wana wisata air panas Padusan Pacet, Mojokerto.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PENCUCIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PEMANDIAN AIR PANAS PACET

MOJOKERTO

A. Analisis Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor di area
pemandian Air Panas Pacet Mojokerto

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana tahapan-
tahapan yang dilalui oleh wisatawan pemandian air panas Pacet untuk
dapat memasuki kawasan wisata.

Secara singkat, wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata
diharuskan membayar retribusi sebesar Rp 15.000 per kepala, dengan
begitu persyaratan sebagai pengunjung legal telah terpenuhi. Kemudian
bagi wisatawan yang membawa kendaraan diharuskan membayar retribusi
parkir sebagai jasa pencucian kendaraan dengan nominal sebagai berikut:
1. Motor Rp 2000,-

2. Mobil Rp 6000,-

Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tentu harus dipatuhi oleh
setiap pengunjung yang ingin memasuki kawasan wisata.

Hanya saja, timbul suatu masalah yang memberatkan wisatawan
akibat adanya unsur pemaksaan di area parkir kendaraan, dalam hal ini
khusus pada parkir mobil.

Mobil-mobil yang diparkirkan diwajibkan membayar tarif

tambahan sebagai jasa pencucian mobil. Meski pada dasarnya tidak ada

95
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peraturan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan oleh Supriadi selaku
petugas parkir di sana. Tarif tambahan yang dimaksud adalah tarif yang
dibebankan kepada wisatawan selaku pemilik mobil sebesar Rp 20.000,-
/mobil.

Pada dasarnya, sebuah jasa menjadi sah untuk dilaksanakan selama
jasa tersebut membawa keuntungan yang didasari oleh kesepakatan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bila disangkutkan dengan konteks
kasus yang terjadi di area parkir pemandian air panas Pacet Mojokerto,
seharusnya ada kesepakatan sebelum terjadinya jasa pencucian kendaraan
antara pemberi jasa cuci kendaraan dengan pemilik mobil.

Bila ada kesepakatan yang dijalani di antara keduanya maka sudah
tentu praktik semacam ini menjadi wajar dilakukan. Namun, bila
sebaliknya yang terjadi, yakni tidak adanya perjanjian atau kesepakatan
antara kedua belah pihak, tentu akan terjadi ketidakrelaan yang akan
dialami oleh salah satu pihak, dan potensi terbesarnya akan dialami oleh
pemilik kendaraan yang tidak diberitahu sebelumnya.

Namun, praktik semacam tersebut tentu menimbulkan kerugian
bagi beberapa wisatawan, seperti halnya yang dialami oleh Agus,
Abdurrahim dan Mashuda. Sebab, tidak ada klausula yang seharusnya
diinfokan atau disepakati di antara kedua belah pihak.

Meski pihaknya mengakui bahwa pada dasarnya tidak
menghendaki untuk mencuci mobilnya di tempat tersebut, ternyata mobil

yang semula diparkir biasa mendadak menjadi bersih akibat adanya
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pencucian mobil secara sepihak oleh petugas parkir tanpa sepengetahuan
pemiliknya.

Tentu praktik semacam ini dapat merugikan salah satu pihak.
Sebab, timbulnya suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak
yang menyediakan jasa dan menyewa jasa di luar kesepakatan yang telah
berlaku. Hal ini dialami oleh Agus yang menyatakan bahwa mobilnya
mendadak menjadi bersih akibat adanya pencucian paksa tanpa
sepengetahuannya.

Lain lagi yang dialami oleh Abdurrahim dan Mashuda yang
keduanya mengakui dipaksa untuk membayar tambahan jasa pencucian
mobil lantaran karcis untuk parkir tidak kunjung diberikan sebagai bentuk
intimidasi kepada wisatawan agar mau mencucikan mobilnya di tempat
tersebut. Sehingaa dalam hal demikian, tentu pihak wisatawan merasa
terpaksa untuk menerima jasa yang terkesan dipaksakan tersebut.

Bila dilihat di sisi yang lain, seharusnya petugas parkir memahami
betul bagaimana pihaknya bersikap dalam memberikan pelayanan yang
terbaik untuk wisatawan yang berkunjung di sana dengan tidak memaksa
atau menekan wisatawan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
hal. Sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dialami wisatawan.
Sebab, hal ini tercermin dari informasi yang diutarakan oleh salah satu
petugas setempat.

“Sebetulnya enggak ada aturan khusus dari atasan buat
setiap pengunjung nyuci mobilnya di sini, cuma karena ini inisiatif

dari para petugas parkir yang ada di sini buat kasih pelayanan
yang baik ke pengunjung ya apa salahnya. Ya, wong yang nikmatin
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nanti kan juga pengungjungnya, toh? Lagipula kan kita juga di sisi

lain bisa cari rejeki di situ, mas. Kalo memaksa juga ya kita gak

terlalu maksa, ya cuma kalo gak mau ya karcisnya memang
sengaja kita tahan buat nanti kalo mobilnya sudah dicuci gak
langsung kabur gitu aja, mas.

Tapi kadang kita memang gak nawarin dulu mungkin
karena memang kita lupa atau gimana, tapi untuk nyuci mobil ya
tetep kita cuci mobil semua yang ada di sini. Soalnya nanti kalo
ada yang mempermasalahkan mobilnya kita cuci tanpa ada
pemberitahuan ya takutnya ada yang iri kok kenapa ada mobil
yang gak di cuci.. ya, kurang lebih seperti itu.””*

Namun, bila masih menghendaki untuk menyediakan layanan jasa
pencucian kendaraan maka menjadi lebih baik bila pada area tersebut
diberi pemisah antara mobil yang diizinkan oleh pemiliknya untuk dicuci
dan mobil yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dicuci oleh
penyedia jasa. Atau, pada karcis masuk area wisata pemandian air panas
dikenakan biaya yang sudah termasuk parkir sekaligus jasa pencucian
mobil agar para wisatawan tidak merasa keberatan sebab adanya
pemberitahuan terlebih dahulu.

Sebab hal ini terjadi di area wana wisata seharusnya mampu
menjadi evaluasi untuk pengelola dalam memberikan pelayanan yang baik

bagi para wisatawan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pencucian Kendaraan
Bermotor di area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto

Dalam Islam, sewa menyewa disebut dengan ija>rah, sedangkan
upah yang diberikan atas manfaat yang diberikan atau diterima atas jasa
disebut dengan ujrah. Sewa menyewa tanpa upah merupakan suatu bentuk

pengkerdilan usaha yang dilakukan oleh pemberi jasa. Sebab, jasa itu

! Supriadi, Wawancara, Pacet, Maret 2019.
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sendiri hampir sama dengan jual beli hanya saja perbedaannya terletak
pada objeknya. Jika jual beli objeknya adalah kepemilikan benda
sedangkan jasa yang dimaksud di sini adalah jual beli manfaat.

Pada praktik jasa pencucian kendaraan bermotor di area pemandian
air panas Pacet Mojokerto, pencucian mobil yang dilakukan secara sepihak
tanpa sepengetahuan pemiliknya secara rukun ija>rah tidaklah terpenuhi
rukunnya. Sebab, salah satu rukun menyebutkan adanya s}ighat yang
harusnya terjadi di antara kedua belah pihak. Sebab, pendapat jumhur
ulama’ bagi orang-orang yang menjalankan sewa menyewa haruslah:

1. Berakal

2. Adanya barang yang disewa atau imbalan sewa
3. Bermanfaat

4. S}ighat

Dari syarat di atas, tentu tiap-tiap poin syarat haruslah dipenuhi
demi tercapainya keabsahan suatu praktik jasa yang dilakukan. Pada
praktik cuci mobil yang terjadi di wana wisata pemandian air panas
Padusan Pacet, Mojokerto ini, terdapat satu syarat yang tidak dapat
dipenuhi pada jasa tersebut. Yakni S}ighat.

S}ighat yang menjadi salah satu rukun ija>rah tentu harus
dilaksanakan sebelum praktik atau kegiatan jasa tersebut dilakukan.
Sehingga harus diucapkan atau disepakati pada saat melakukan transaksi
jasa. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka kegiatan jasa yang

dilakukan menjadi hal yang batil. Lebih-lebih apabila dari jasa tersebut
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menuntut adanya beban biaya tentu biaya tersebut adalah batil dan haram

dilakukan.

Adapun bila melihat dari persyaratan objek sewa, maka tentu harus

sesuai dengan poin-poin di bawah ini, yakni;

1. Objek ija>rah harus diketahui secara jelas, baik itu dari segi jumlah,

sifat, kadar atau jenisnya dari objek tersebut agar tidak ada
persengketaan di kemudian hari. Bila tidak ada kejelasan terkait

kemanfaatannya maka tidak sah akadnya.’

. Sesuatu yang dimaksudkan haruslah suatu hal yang sesuai dengan

realitanya. Dengan sifat seperti itu, objek transaksi dapat diserah
terimakan objeknya beserta manfaatnya dan tidak mendatangkan
kerugian bagi salah satu pihak.®

Barang yang menjadi objek sewa haruslah dapat diterima sesuai
dengan kesepakatan di awal. Oleh sebab itu, baranag yang belum
nampak wujudnya atau rusak wujudnya tidak dapat dijadikan
sebagai objek sewa menyewa. Sebab hal tersebut dapat
mendatangkan kerugian bagi pihak yang menyewa.

Manfaat yang terkandung di dalam objek sewa hanya yang
diperbolehkan oleh syariat Islam. Perjanjian memanfaatkan objek
sewa menyewa Yyang dilarang oleh syariat Islam tidaklah sah dan

wajib untuk ditinggalkan. Sebagai contoh menyewakan sepetak

2 |bid, 232.

% Helmi Karim, Figh Muamalah, 35-36.
4 Sayyid Sabig, Figh Sunnah 13, 12-13.
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kamar kost untuk prostitusi, maka hal tersebut sudah tentu dilarang
dalam syariat Islam.’

Sebab pada dasarnya, untuk melakukan hal-hal yang bersifat tijari
di dalam Islam telah diatur hal-hal yang menyangkut perbuatan tersebut.
Mulai dari rukun hingga syarat. Rukun tentunya haruslah dipenuhi
sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan syarat haruslah
terpenuhi selama perbuatan tersebut diberlangsungkan.

Begitu pula secara syarat, ijarah yang mengandung unsur
pemaksaan tentu tidak sah transaksinya. Sebab, para pihak yang berakad
harus menyatakan kerelaannya saat melakukan akad ijarah tersebut.
Apabila salah satunya merasa terpaksa maka akad ijarah tersebut menjadi
tidak sah.’

Dalam surah an-Nisa’ [4]: 29 disebutkan:

Rl i e 5 A3 O oY) Jhilt o0 SEANTHEY Vohale 50T 13T
L)) K00l &) R YIS Y
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.
Dalam ayat tersebut, kalimat amwal memiliki arti yang sangat

umum. Amwal adalah bentuk jamak dari mal yang artinya adalah harta.

Bentuk harta itu sendiri yang dimaksudkan adalah harta yang umum

5 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 54.
6 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,
2003), 231-232.
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didapatkan untuk dikonsumsi. Sehingga bentuk apapun yang diberikan
oleh penerima sewa lalu diterima oleh pemberi sewa merupakan satu
bentuk dari amwal bagaimanapun bentuknya.

Serta ayat di atas juga menjelaskan pengecualian terhadap hal-hal
yang sifatnya batil apabila memenuhi kriteria kerelaan di antara pihak
yang bersangkutan. Dengan adanya kerelaan tersebut, transaksi yang
dijalankan menjadi sah dalam kacamata Islam.

Sehingga jelas, ayat di atas cukup menjelaskan bagaimana hukum
memakan atau mengambil suatu harta yang didapat dengan cara batil.
Sebab dari ayat tersebut Allah swt telah jelas-jelas melarang dengan
kalimat larangan.

Pada ayat di atas juga dijelaskan secara konkret dijelaskan bahwa
perniagaan yang dijalankan haruslah berlandaskan berdasarkan kerelaan di
antara pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, masalah kerelaan tentu
masuk pada perbuatan hati yang sifatnya batiniyyah, sedangkan ilmu
figih hanya menghukumi hal-hal yang sifatnya zahiriyyah.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat
antara ulama’ Hanafiyah dengan jumhur ulama’. Rukun jual beli menurut
ulama’ Hanafiyah hanya satu, yaitu ljab (ungkapan membeli dari
pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka
yangmenjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradin) kedua
belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena

unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera
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sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menujukkan
kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan
itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut
mereka, boleh tergambar dalam ijab dan gabul atau melalui cara saling
memberikan barang dan harga barang.’

Arti tijarah di sini tidak dipersempit pada ranah jual beli saja,
namun juga termasuk transaksi-transaksi yang berorientasi pada profit
seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Sehingga, sebuah
keterpaksaan yang timbul di tengah-tengah transaksi juga termasuk suatu
hal yang batil.

Mestinya, biaya yang dibebankan oleh pemilik mobil tidak
ditekankan pada satu harga saja. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh
petugas parkir merupakan tindakan yang terkesan dipaksakan serta
sepihak. Hal demikian seharusnya dimungkinkan untuk bermusyawarah
terlebih dahulu mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik mobil
sebagai ganti jasa yang diberikan oleh petugas parkir.

Sebab, besar kemungkinan wisatawan yang membawa mobil
merasa keberatan dengan adanya praktik semacam ini akibat taguhan yang
dibebankan terlampau besar bagi wisatawan. Dengan begitu seharusnya
ada musyawarah terleboh dahulu agar kedua belah pihak mampu sama-

sama menerima dengan sepenuh hati.

" Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 115.
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Namun, apakah pencucian mobil yang dilakukan oleh petugas
parkir boleh untuk tidak dibayarkan sebagai bentuk kekecewaan akibat
timbulnya suatu tindakan di luar kesepakatan. Tentu hal ini dapat
didasarkan pada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra yang

berbunyi, bahwasannya Rasul Saw bersabda:

E IS R

2ip G0l U5 e ok
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum mengering
keringatnya”. (HR. Ibn Majah).?

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad

saw. Bersabda:

P -

A.S;-T c\j - I ¢g>j fr‘L/:ﬁN\J/

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja,
beritahukan upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).”

Meski pada dasarya transaksi yang dilakukan tidak sah secara
hukum, namun sebagai bentuk penghargaan atas suatu hal yang dilakukan
oleh petugas parkir tersebut maka ada baiknya untuk tetap memberi
upahnya sebagai bentuk pelunasan beban moral yang ditanggung.

Sebab, bagaimanapun juga jasa yang telah diberikan juga sudah
terlanjur memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan sehingga tentu
menjadi tidak etis apabila praktik pencucian yang terkesan terpaksa

tersebut diabaikan begitu saja tanpa memberikan upah. Sebab, bentuk jasa

® Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulugh al-Maram (Surabaya, Sahabat Ilmu, 2003) 195.
% Ibid, 195.
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pencucian di sini merupakan bentuk jasa yang tidak bisa dikembalikan
tindakan yang sudah dilakukan tersebut.

Hanya saja praktik semacam ini harus tetap untuk segera
ditinggalkan agar tidak menimbulkan banyak lagi kerugian yang dialami
oleh para wisatawan yang berkunjung ke wana wisata pemandian air panas
Pacet Mojokerto.

Dan hal semacam ini tentu harus mendapat respon dari pengelola
setempat agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan wisatawan dapat
diminimalisir. Begitu juga dengan petugas parkir setempat tentunya harus
mampu memahami terkait kerelaan wisatawan untuk mencuci mobilnya di
sana atau tidak. Sebab, bagaimanapun juga suatu pemaksaan merupakan

hal yang buruk dalam kacamata etika sosial.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Jasa parkir pada wisata pemandian air panas pacet sangat tidak biasa
dalam pemberian harga yaitu pada tarif parkir. Akan tetapi yang
membuat kejanggalan pada parkir ini, setelah wisatawan selesai dan
hendak pulang pihak penjaga parkir meminta tarif tambahan dengan
harga yang tidak sesuai di karcis, karena di balik penarikan harga
tersebut terdapat perjanjian yang di luar kontrak yaitu pencucian
kendaraan wisatawan tanpa adanya persetujuan pemilik kendaraan
bermotor. Jadi praktik jasa pencucian kendaaraan bermotor tanpa
persetujuan di pemandian air panas pacet mojokerto adalah perbuatan
yang dilakukan dengan unsur paksaan. Unsur paksaan tersebut
disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara penyedia jasa
pencucian dan si pemilik kendaraan bermotor.

Menurut hukum Islam khususnya ijarah praktik jasa pencucian
kendaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air panas pacet
mojokerto haram dilakukan karena mengandung unsur Kkebatilan.
Unsur kebatilan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsur sighat

dalam rukun melakukan ijarah.

66
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B. Saran

Sebuah langkah yang bijaksana tentunya harus dilaksanakan oleh
petugas parkir dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan
agar tidak timbul kekecewaan yang dialami. Dengan menghilangkan
unsur-unsur yang memaksa atau menekan wisatawan sebagai bentuk rasa
keadilan sosial untuk sesama.

Untuk para wisatawan juga hendaknya mampu melaporkan hal-hal
yang dirasa merugikan kepada pihak yang berwenang agar masalah-

masalah pelayanan publik seperti ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
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